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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis terhadap kewenangan Dewan Keamanan PBB 
terhadap penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011, maka 
dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap 
penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011 yaitu Dewan 
Keamanan berwenang memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 
Dewan Keamanan mengadakan sidang dan berunding mengenai situasi 
di Libya. Dewan Keamanan berwenang menentukan konflik non-
internasional Libya tahun 2011 merupakan ancaman terhadap perdamaian, 
pelanggaran perdamaian dan mengadakan penyelidikan serta penyelesaian 
menurut hukum melalui ICC (International Criminal Court). Dewan 
Keamanan PBB  berwenang memutuskan tindakan yang harus diambil untuk 
penyelesaian konflik di Libya dengan mengeluarkan keputusan berupa 
Resolusi Nomor 1970 dan 1973 yang menyatakan arm embargo, travel ban, 
asset freeze, protected civillians, dan no fly zone terhadap Libya. Berdasarkan 
Resolusi Nomor 1970 dan 1973 terutama mengenai protected civilians, 
Dewan Keamanan PBB melalui NATO melakukan intervensi terhadap Libya 
yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan daerah pemukiman sipil 
dari serangan atau ancaman serangan. 
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Terdapat hambatan kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap 
penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011 yaitu adanya 
negara anggota PBB yang tidak patuh terhadap resolusi yang dikeluarkan 
Dewan Keamanan PBB terutama sanksi travel ban dan arm embargo. Niger 
dan Aljazair terbukti telah melanggar Resolusi Nomor 1970 karena 
mengizinkan individu-individu yang dijatuhi sanksi travel ban masuk ke 
wilayahnya sedangkan perusahaan senjata milik negara di cina menawarkan 
penjualan senjata dan amunisi kepada Gaddafi yang pada saat itu Libya 
dijatuhi sanksi arm embargo. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas kewenangan Dewan Keamanan PBB 
terhadap penyelesaiaan konflik non-internasional di Libya tahun 2011, maka 
penulis maka penulis menyarankan: 
1. Perlu adanya aturan yang mengatur secara spesifik dan tegas mengenai 
kewenangan intervensi Dewan Keamanan terhadap suatu konflik non 
internasional yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. 
2. Perlu adanya sanksi terhadap negara anggota PBB yang tidak mematuhi 
keputusan/resolusi terhadap suatu konflik non internasional yang 
dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan kepatuhan 
negara anggota PBB terhadap seluruh kebijakan atau pun keputusan yang 
dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. 
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